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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029, arah
kebijakan pengawasan hakim difokuskan pada peningkatan kualitas integritas
hakim serta penguatan manajemen internal Komisi Yudisial guna mendukung
pelaksanaan tugas pengawasan secara efektif dan berkelanjutan.

Komisi Yudisial menargetkan meningkatnya integritas hakim yang tercermin
melalui Indeks Integritas Hakim dengan target sebesar 78,75 pada tahun 2025
dan meningkat hingga 80 pada tahun 2029. Selain itu, penguatan kelembagaan
juga diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen internal dengan target
indeks sebesar 82 pada tahun 2025 dan mencapai 85 pada tahun 2029.

Dalam kerangka tersebut, Biro Pengawasan Perilaku Hakim berperan
sebagai penggerak utama (key driver) dalam pencapaian sasaran strategis
peningkatan kualitas pengawasan hakim. Peran ini menempatkan Biro tidak hanya
sebagai unit operasional, tetapi sebagai instrumen strategis organisasi dalam
menjaga legitimasi lembaga peradilan melalui pengawasan etik yang kredibel,
profesional, dan akuntabel.

Sebagai tahun awal implementasi Renstra 2025-2029, tahun 2025 menjadi
fase krusial dalam meletakkan fondasi transformasi pengawasan hakim. Fokus
kinerja Biro diarahkan pada:

1. Penguatan kualitas verifikasi dan penanganan laporan masyarakat;
2. Percepatan penyelesaian permohonan pemantauan persidangan;
3. Peningkatan profesionalitas pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPPH,;

4. Penguatan tata kelola birokrasi pelayanan publik.

Langkah tersebut selaras dengan sasaran program meningkatnya kualitas
pengawasan hakim, yang menjadi indikator utama keberhasilan fungsi
pengawasan Komisi Yudisial dalam periode strategis ini.

Melalui penyelarasan antara isu strategis, arah kebijakan, dan sasaran
kinerja, Biro Pengawasan Perilaku Hakim diharapkan mampu bertransformasi

menjadi organisasi pengawasan yang modern, adaptif, dan berorientasi hasil,
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sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap terwujudnya peradilan
yang berintegritas dan berkeadilan.

B. Isu Startegis Organisasi (Srategic Issues)

Pelaksanaan pengawasan hakim dalam periode Renstra menghadapi
sejumlah tantangan eksternal dan internal yang perlu direspons melalui strategi
adaptif dan inovatif.

Beberapa isu strategis yang relevan antara lain:

1. Kekuatan Hukum Rekomendasi
Dinamika regulasi dan hasil judicial review yang mempengaruhi daya ikat
rekomendasi Komisi Yudisial tetap menjadi isu strategis yang mempengaruhi
pencapaian sasaran penegakan integritas hakim.

2. Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan
Masih terdapat potensi benturan kewenangan antara Komisi Yudisial dengan
Mahkamah Agung terkait pengawasan etik dan teknis yudisial, yang menuntut
sinergi kelembagaan yang lebih kuat.

3. Ancaman terhadap independensi hakim
Masih terdapat potensi intervensi terhadap independensi hakim yang dapat
memengaruhi objektivitas putusan. Kondisi ini menuntut penguatan sistem
pengawasan etik guna memastikan hakim tetap berpegang pada prinsip
imparsialitas.

4. Keterbatasan anggaran pengawasan
Keterbatasan anggaran berpotensi menghambat optimalisasi pelaksanaan
tugas pengawasan, terutama dalam menjangkau satuan kerja peradilan yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

5. Perkembangan teknologi informasi yang belum optimal
Pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya mendukung efektivitas
pengawasan, sehingga diperlukan percepatan transformasi digital untuk
meningkatkan efisiensi, integrasi data, serta kualitas layanan pengaduan
masyarakat.

6. Transisi Pola Kerja Jabatan Fungsional
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Adanya masa transisi akibat implementasi Jabatan Fungsional Penata
Kehakiman yang mengubah pola kerja penanganan laporan dan pengawasan
di lapangan.

7. Meningkatnya ekspektasi publik terhadap integritas peradilan
Tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga
peradilan semakin tinggi, sehingga pengawasan harus mampu menghasilkan

outcome yang nyata dalam memperkuat kepercayaan publik.

C. Sasaran Strategis Organisasi

Isu-isu strategis tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan
strategis Komisi Yudisial untuk meningkatkan integritas hakim serta memperkuat
manajemen internal lembaga sebagai fondasi tata kelola pengawasan yang efektif.
Bagi Biro Pengawasan Perilaku Hakim, korelasi tersebut diterjemahkan ke
dalam penguatan beberapa area kinerja utama sebagai sasaran strategis, yaitu:
1.Peningkatan kualitas penanganan laporan masyarakat sebagai instrumen
deteksi dini pelanggaran etik.

2.0Optimalisasi pemantauan persidangan sebagai mekanisme pengawasan
preventif.

3.Penguatan koordinasi kelembagaan dalam penegakan kode etik.

4 .Pengembangan pengawasan berbasis data dan risiko.

5.Peningkatan kualitas layanan publik guna mendorong kepercayaan masyarakat

terhadap Komisi Yudisial.

Dengan demikian, strategi pengawasan tidak lagi berorientasi pada output
semata, tetapi diarahkan pada pencapaian outcome berupa meningkatnya

integritas hakim dan terbangunnya sistem peradilan yang dipercaya publik.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Biro Pengawasan Perilaku Hakim

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.
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Susunan Biro Pengawasan Perilaku memiliki 3 (tiga) bagian yang di
dalamnya terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu. Pada tanggal 30
September 2022 telah dilantik Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
(JFPK) pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan membentuk 7 (tujuh) tim
JFPK di bidang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim, dan tim JFPK di bidang Pemantauan Persidangan.

Gambar 1
Struktur Organisasi Biro Pengawasan Perilaku Hakim

BIRO PENGAWASAN
PERILAKU HAKIM

BAGIAN BAGIAN BAGIAN

PENGOLAHAN PERSIDANGAN PEMANTAUAN
LAPORAN DAN PERILAKU
MASYARAKAT PEMERIKSAAN HAKIM
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Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat melaksanakan fungsi pengelolaan
pengaduan publik secara terintegrasi sebagai pintu masuk sistem pengawasan
perilaku hakim. Bagian ini berperan dalam mendukung sasaran Renstra terkait
peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat dan penguatan kepercayaan
publik terhadap Komisi Yudisial. Tugas Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat
meliputi penerimaan, verifikasi administratif dan substantif, pengklasifikasian,
pengolahan data laporan masyarakat, serta penyusunan bahan analisis awal yang
berbasis risiko (risk-based approach) sebagai dasar penentuan prioritas
penanganan laporan dan kegiatan pengawasan lanjutan.

Bagian Persidangan dan Pemeriksaan berperan dalam mendukung
penegakan KEPPH melalui pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran
secara profesional, transparan, dan akuntabel. Bagian ini mendukung sasaran
Renstra Komisi Yudisial yang menekankan penguatan penegakan etik hakim dan
konsistensi penanganan dugaan pelanggaran. Ruang lingkup tugas meliputi
penyelenggaraan persidangan pemeriksaan hakim, pengelolaan administrasi

pemeriksaan, penyusunan risalah dan dokumentasi persidangan, serta
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penyusunan laporan hasil pemeriksaan sebagai bahan pengambilan keputusan
dan rekomendasi Komisi Yudisial.

Bagian Pemantauan Perilaku Hakim merupakan unsur kunci dalam
mendukung kebijakan Renstra yang menggeser pendekatan pengawasan dari
yang semata-mata represif menjadi lebih preventif dan proaktif. Bagian ini
melaksanakan pemantauan perilaku hakim secara sistematis, terencana, dan
berbasis data, baik melalui pemantauan persidangan, pemantauan tematik,
maupun pemantauan terhadap isu strategis peradilan. Hasil pemantauan
digunakan sebagai bahan deteksi dini potensi pelanggaran KEPPH, penguatan
rekomendasi pencegahan, serta penyusunan kebijakan pengawasan yang
berorientasi pada peningkatan kualitas perilaku hakim dan kepercayaan publik
terhadap lembaga peradilan.

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan penguat kapasitas teknis dan
profesional Biro Pengawasan Perilaku Hakim dalam rangka pencapaian sasaran
Renstra Komisi Yudisial 2025-2029. Kelompok ini terdiri atas pejabat fungsional
yang memiliki kompetensi spesifik di bidang pengawasan, analisis hukum,
pemantauan persidangan, dan pemeriksaan etik hakim. Secara fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional mendukung seluruh bagian dalam pelaksanaan
tugas berbasis kinerja dan hasil (outcome-oriented), serta berperan dalam
pengembangan metode pengawasan, peningkatan kualitas rekomendasi, dan

penguatan sistem pengawasan perilaku hakim yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan rincian masing-masing bagian tersebut, Biro Pengawasan

Perilaku Hakim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan;

2. Pelaksanaan administrasi, verifikasi, klarifikasi dan anotasi terhadap laporan
masyarakat dan/atau informasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

3. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pemeriksaan dugaan
pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

4. Pemantauan perilaku hakim dalam persidangan pada badan peradilan;

5. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Terkait dengan penyesuaian jabatan Eselon IV dan fungsional umum
lainnya menjadi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, maka saat ini Biro
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Waskim menerapkan kebijakan untuk membagi tim kerja menjadi 7 (tujuh) tim
JFPK di bidang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim, dan tim JFPK di bidang Pemantauan Persidangan.

E. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Biro Pengawasan Perilaku
Hakim didukung SDM berjumlah 86 orang, yang terdiri dari PNS, PPPK, CPNS
yang masuk per-Juni 2025 dan 11 orang Tenaga Ahli. Selain itu terdapat pula
tenaga jasa lainnya yang di-hire secara khusus untuk membantu pelaksanaan

tugas Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

F. Anggaran
Dalam rangka pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun
2025, Biro Pengawasan Perilaku Hakim mengelola jumlah anggaran berdasarkan
pagu awal sebesar Rp13.794,120.000,00. Anggaran tersebut telah beberapa kali
mengalami pemotongan berdasarkan kebijakan pemerintah sehingga pagu
anggaran yang dikelola berubah menjadi 11.770.500.498,00.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran operasional dari
Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 dan menjadi dasar pelaksanaan
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada setiap jenjang organisasi. Perencanaan
kinerja ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang
dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis lembaga serta

dapat diukur pencapaiannya secara objektif dan akuntabel.

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2025 merupakan komitmen kinerja antara
pimpinan dan unit kerja dalam rangka mewujudkan sasaran program dan sasaran
kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen
utama pengendalian kinerja, evaluasi capaian, serta dasar pertanggungjawaban
kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).

Perjanjian kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim ini mendasarkan pada
sasaran kegiatan yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial tahun 2025 - 2029
yaitu:

1. Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas
Untuk merealisasikan sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan indikator
kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:

a. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi.
b. Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani.

2. Meningkatnya kualitas birokrasi pada pelayanan publik atas penanganan
laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Terkait dengan sasaran kegiatan ini,
maka telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebgai berikut:

a. Tingkat keberhasilan pembangunan Z| pada pelayanan atas penanganan
laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
b. Nilai kepuasan layanan pada pelayanan atas penanganan laporan dugaan

pelanggaran KEPPH.
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3. Terselenggaranya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan.
Untuk sasaran kegiatan tersebut indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah
ditetapkan adalah persentase penyelesaian permohonan pemantauan
persidangan.

Perjanjian kinerja pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan
turunan dari indikator kinerja kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dan diuraikan
berdasarkan sasaran program dan sasaran kegiatan. Hal tersebut telah yang
tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial.

Gambar 2.
Sasaran dan Indikator Program/Kegiatan
P |D [ Meningkatnya Pengawasan Hakim ]
( - . -
Indikator Kinerja - Tingkat kualitas pengawasan hakim. ]
Program .

&

K 1. Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang
berkualitas
2. Meningkatnya Kualitas Birokrasi pada pelayanan publik atas
| penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
3. Terselenggaranya Pemantauan Persidangan dan
\ Penyelenggaraan Peradilan

ﬂ Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat \

yang berkualitas:

a. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi
b. Persentase laporan masyarakat yang berhasil di tangani
“ 2. Meningkatnya Kualitas Birokrasi pada pelayanan

Sasaran Kegiatan

—

Indikator Kinerja publik atas penanganan laporan dugaan pelanggaran
Kegiatan (IKK) LI .

a. Tingkat keberhasilan pembangunan ZI pada
pelayanan atas penanganan laporan dugaan
pelanggaran KEPPH.

b. Nilai kepuasan layanan pada pelayanan atas
penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

3. Terselenggaranya Pemantauan Persidangan dan

Penyelenggaraan Peradilan.

Persentase Penyelesaian Permohonan Pemantauan

\ Persidangan. /
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Adapun perjanjian kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim tahun 2025 adalah

sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2025

Prfarsaar:s;e iatan Indikator Kinerja .
1. i Terselenggaranya a.: Persentase jumlah laporan 90%
Penanganan Laporan penanganan pendahulun yang
Masyarakat yang terverifikasi
Berkualitas b.: Persentase penanganan laporan 75%
masyarakat yang berhasil ditangani

2. : Terselenggaranya Persentase penyelesaian permohonan 85%
Pemantauan pemantauan persidangan
Persidangan dan
Penyelenggaraan

Peradilan.

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja tahun 2025 disusun sebagai instrumen implementasi awal
Renstra Komisi Yudisial tahun 2025-2029 dan menjadi dasar pengendalian kinerja
tahunan. Perencanaan difokuskan pada pencapaian sasaran penguatan kualitas
pengawasan hakim melalui peningkatan efektivitas penanganan laporan
masyarakat dan pemantauan persidangan.

Penetapan program dan kegiatan tahun 2025 dilakukan dengan
pendekatan berbasis kinerja dan risiko, dengan mempertimbangkan capaian
kinerja periode sebelumnya, permasalahan strategis yang dihadapi, serta
kapasitas sumber daya yang tersedia. Kegiatan dirancang untuk menghasilkan
outcome yang terukur dan mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra.

Rencana kerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan

anggaran berbasis kinerja, serta evaluasi capaian kinerja tahun 2025.
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Tabel 2

Rencana Kerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2025

SASARAN
KEGIATAN/KLASIFIKASI
RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN
OUTPUT

VOLUME

l

TARGET

SATUAN

ALOKASI 2024

01

01.AEA

3871.AEA.001

051

3871.BIB

3871.8B1B.001

051

052

053

054

3871.BIB.002

051

052

053

054

055

3871.B1B.003

051

Terselenggaranya Penanganan
Laporan Masyarakat yang
berkualitas

Koordinasi

Konsolidasi KY-MA

Penyelenggaraan Sidang Majelis
Kehormatan Hakim
Pengawasan dan Pengendalian
Masyarakat

Penanganan Pendahuluan
Laporan Masyarakat terhadap
Pelanggaran KEPPH

Layanan Penerimaan Laporan
Masyarakat

Layanan Konsiltasi dan Audiensi
Penanganan Laporan Masyarakat
Validasi Data dan Pengolahan
Penerimaan Laporan Masyarakat
Pendalaman dan Penelusuran
Data Verifikasi Pelanggaran
KEPPH

Percepatan Penyusunan Bahan
Penanganan Dugaaan
Pelanggaran KEPPH

Percepatan Penyusunan bahan
Penanganan Dugaan Pelanggaran
KEPPH

Dukungan Pemeriksaan Dugaan
Pelanggaran KEPPH oleh
Penghubung Komisi Yudisial
Pengelolaan data hasil
penanganan dugaan pelanggaran
KEPPH

Dukungan penanganan
pendahuluan laporan masyarakat
terhadap pelanggaran KEEPH

Penguatan Mitra Pengawasan
Hakim Komisi Yudisial
Penyelenggaraan Kegiatan
Penanganan Lanjutan Atas
Dugaan Pelanggaran KEPPH
Penyelenggaraan Kegiatan
Penanganan Lanjutan Laporan
Masyarakat terhadap Pelanggaran
KEPPH

1850

1850

1850

1850

11850

24

250

kegiatan
kegiatan
kegiatan
Orang/Lap

laporan

laporan
laporan
laporan

laporan
laporan
laporan

putusan

laporan
putusan

laporan
putusan

laporan
putusan

laporan
putusan
laporan

13,794,120,000

400,000,000
400,000,000
400,000,000
9,109,149,000

1,541,605,000

253,450,000
142,450,000
142,450,000

1,003,2550,000

1,637,893,000

132,408,000

166,924,000

400,668,000

300,000,000

537,893,000

6,750,000,000

6,750,000,000
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A emeriksaan Atas Dugaan
Pelanggaran KEPPH 6,557,500,000

B Penyelenggaraan Sidang Pleno 192,500,000

3871.BIB.004 Laporan Hasil Pemantauan

. 1472 laporan 3,664,622,000
Persidangan
052 Analisis Permohonan Pemantauan 1029 377,342,000
A Penerimaan dan Analisis 1026 laporan 231,892,000
Permohonan Pemantauan
B Pengolahan Data Pemantauan 3 laporan 145,450,000
053 Pelaksanaan Pemantauan 440 2.949,250,000
Persidangan
A elebesiiEen FunEnlE L 200 laporan  2,327,280,000
Persidangan Pusat
B Pelaksanaan Pemantauan 240 Japoran
Persidangan PKY P 860,000,000

Publikasi dan Diseminasi Hasil
056 Rekomendasi Pemantauan 3 laporan 238,030,000
Persidangan

Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang dituangkan dalam tabel rencana kerja
ini menegaskan komitmen Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk melaksanakan
pengawasan hakim secara terarah, terukur, dan akuntabel. Keterkaitan yang kuat
antara sasaran, indikator, dan target kinerja memastikan bahwa pelaksanaan
kinerja Biro memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis
Komisi Yudisial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Komisi Yudisial tahun
2025-2029.
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BAB IlI
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Pada periode sebelum tahun 2025, pengukuran kinerja masih lebih
menekankan pada persentase kepatuhan hakim terhadap KEPPH. Memasuki tahun
2025, indikator kinerja bergeser menjadi tingkat kualitas pengawasan hakim yang
menitikberatkan pada efektivitas proses pengawasan dan dampak hasil pengawasan.

Perubahan indikator tersebut menyebabkan hasil pengukuran kinerja tahun
2025 tidak sepenuhnya dapat diperbandingkan secara numerik dengan tahun-tahun
sebelumnya. Namun demikian, secara substantif terjadi peningkatan kualitas
pengawasan yang tercermin dari semakin terstrukturnya penanganan laporan

masyarakat, meningkatnya pemanfaatan pemantauan persidangan sebagai instrumen

pengawasan preventif, serta penguatan tata kelola pengawasan yang berbasis risiko.

Tabel 3
Realisasi Kinerja Biro Waskim 2021-2025
Indikator Kinerja Utama Realisasi
(IKU) 2021 2022 2023 2024 2025

1 | Persentasi jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi

Target 100% 100% 100% 100% 90%

Realisasi 99,79% 97,11 96,91% | 96,17% 92%

Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani

Target 65% 70% 75% 80% 75%

Realisasi 62,44% 54,4% | 55,17% | 59,50% | 77,46%

Persentase pemantauan persidangan

Target 92% 94% 96% 98% 85%

Realisasi 108,7% | 106,3% | 101,6% 102% 87,14%

Berdasarkan tabel 3 di atas, pada tahun 2025 semua indikator telah melampaui
target yang ditetapkan. Realisasi kinerja Biro Waskim jauh meningkat pada tahun 2025
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk pelaksanaan kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim pada tahun 2025
diarahkan untuk mendukung sasaran program Meningkatnya Pengawasan Hakim,
dengan fokus pada penguatan kualitas penanganan laporan masyarakat, pemantauan
persidangan yang sistematis dan berbasis risiko, serta penguatan tata kelola

pengawasan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Lakip Biro Pengawasan Perilaku Hakim 12



A. Capaian Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2025
Untuk tahun 2025 Biro Pengawasan Perilaku Hakim telah menetapkan
standar kinerja yang terdiri atas sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta
target yang ingin dicapai pada tahun 2025. Adapun pencapaian atas target kinerja
Biro Pengawasan Perilaku Hakim pada tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja
adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja dan Capaian 2025

Sasaran

Terselenggaranya a Persentase jumlah laporan 90% 92% 102,22%
Penanganan penanganan pendahuluan
Laporan yang terverifikasi
Masyarakat yang b Persentase penanganan 75% 77,46% 103,28%
Berkualitas laporan masyarakat yang
berhasil ditangani
2. Terselenggaranya a Persentase Penyelesaian 85% 87,14% 102,51%
Pemantauan Permohonan Pemantauan
Persidangan dan Persidangan
Penyelenggaraan
Peradilan.

Sehingga rumus perhitungan total capaian = 102,22% + 103,28% +102,51%
3

=103%

Berdasarkan tabel 4 di atas, kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim
Tahun 2025 secara nyata melampaui target Perjanjian Kinerja pada seluruh
indikator yang dapat diukur.

Pada sasaran Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang
Berkualitas, indikator persentase laporan masyarakat yang terverifikasi mencapai
92% dari target 90%, sehingga terdapat kelebihan capaian sebesar 2 poin
persentase atau 102,22%. Capaian ini menunjukkan bahwa dari total 1.439
laporan masyarakat, sebanyak 1.324 laporan berhasil diverifikasi, menandakan
proses verifikasi berjalan efektif.

Selanjutnya, indikator persentase penanganan laporan masyarakat yang
berhasil ditangani menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Dari target
penyelesaian 417 laporan, realisasi mencapai 323 laporan, atau 77,46% dari
target. Secara kinerja, capaian ini setara dengan 103,28%, yang mengindikasikan

keberhasilan penyelesaian laporan tidak hanya dari tahun berjalan, tetapi juga

Lakip Biro Pengawasan Perilaku Hakim 13



pengurangan tunggakan laporan tahun-tahun sebelumnya melalui percepatan
persidangan dan sidang pleno.

Pada sasaran Terselenggaranya Pemantauan Persidangan dan
Penyelenggaraan Peradilan, indikator persentase penyelesaian permohonan
pemantauan persidangan mencapai 87,14% dari target 85%, atau setara dengan
capaian 102,51%. Dari target 1.026 permohonan, berhasil diselesaikan 894
permohonan, yang mencerminkan upaya optimalisasi kinerja pemantauan,
termasuk pemanfaatan Penghubung Komisi Yudisial dan metode pemantauan
langsung maupun tidak langsung.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Biro Pengawasan Perilaku
Hakim tahun 2025 mencapai 103%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan
pengawasan hakim tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga
memberikan dampak nyata berupa peningkatan produktivitas penanganan laporan
dan efektivitas pemantauan persidangan. Capaian ini menegaskan bahwa
pengelolaan kinerja tahun 2025 telah berjalan terukur, efisien, dan berorientasi
hasil (outcome).

1. Terselenggaranya Penangana Laporan Masyarakat yang Berkualitas

a. Presentase Jumlah Laporan Penanganan Pendahuluan yang
Terverifikasi

1) Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil,
laporan masyarakat yang masuk pada tahun 2025 sejumlah 1.439 laporan

dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 5
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat
1. | Bukan Kewenangan 226
2. | Permohonan Kelengkapan 554
3. | Meneruskan ke instansi lain 34
4. | Permohonan Pemantauan 24
5. | Pendalaman Investigasi 2
6. | Laporan Tidak Dapat Diterima 384
7. | Proses Verifikasi 115

Lakip Biro Pengawasan Perilaku Hakim 14



8. | Register 100

Jumlah 1.439

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa laporan masyarakat
yang diterima pada tahun 2025 yang telah diverifikasi sejumlah 1.324
(tidak termasuk proses verifikasi) laporan dengan presentase 92% dari
laporan yang diterima sebesar 1.439.

Formulasi perhitungan realisasi yaitu:

__ jumlah lapmas yang diverifikasi

0
" jumlah lapmas yang diterima X 100 %
maka realisasi dapat dihitung xy = —12?; x 100 %
Xx=92%

2) Analisis Capaian Tahun 2021 s.d. 2024

Tabel 6
Realisasi Capaian 2021-2024
Indikator Kinerja Realisasi
Utama (IKU) 2021 2022 2023 2024
1 Persentasi jumlah laporan penanganan pendahuluan yang

terverifikasi
Target 100% 100% 100% 100%
Realisasi 99,79% 97,11 96,91% | 96,17%

Secara keseluruhan, capaian indikator persentase jumlah laporan
terverifikasi selama tahun 2021-2024 menggambarkan tren kinerja yang
positif dan mencerminkan efektivitas langkah-langkah perbaikan yang
telah dilakukan. Ke depan, capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk
mendukung peningkatan kualitas pengelolaan laporan masyarakat serta
memperkuat peran pengawasan dalam kerangka pencapaian sasaran

strategis organisasi.

3) Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

a) Masih terdapat laporan yang belum memenuhi persyaratan formil
dan materiil sehingga memerlukan waktu tambahan dalam proses

verifikasi.
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b)

e)

Pertambahan jumlah laporan pada periode tertentu belum
sepenuhnya diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia
verifikator.

Laporan yang diterima pada triwulan akhir berdampak pada
keterbatasan waktu penyelesaian proses verifikasi pada tahun
berjalan.

Penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan penataan jabatan
fungsional memerlukan adaptasi organisasi yang berdampak
sementara pada kinerja verifikasi.

Ketersediaan anggaran yang terbatas akibat blokir membatasi

ruang optimalisasi penguatan proses verifikasi secara menyeluruh.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

a)

Penyempurnaan dan konsistensi penerapan SOP verifikasi laporan
masyarakat meningkatkan keseragaman kriteria dan ketepatan hasil
verifikasi.

Peningkatan kompetensi petugas verifikasi melalui pembelajaran
berkelanjutan dan pengalaman kerja berdampak pada percepatan
dan kualitas proses verifikasi.

Dukungan teknologi informasi memudahkan pemantauan status
laporan, mempercepat alur kerja, serta meningkatkan akuntabilitas
proses verifikasi.

Meningkatnya sinergi antarunit kerja terkait memperlancar proses
klarifikasi dan penentuan tindak lanjut laporan sesuai kewenangan

Komisi Yudisial.

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a)

Dari sisi sumber daya manusia, proses verifikasi laporan
masyarakat dilakukan dengan memaksimalkan SDM yang tersedia
melalui pengaturan beban kerja, pembagian tugas yang lebih
terfokus, serta peningkatan kompetensi petugas verifikasi.
Meskipun jumlah SDM relatif terbatas, capaian kinerja tetap dapat
dipertahankan pada level yang stabil, menunjukkan adanya

peningkatan produktivitas per personel.
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b)

Dari sisi anggaran, kegiatan verifikasi laporan dilaksanakan dengan
memanfaatkan anggaran secara selektif dan terukur. Optimalisasi
penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan yang berdampak
langsung terhadap kualitas proses verifikasi, seperti dukungan
operasional dan pemanfaatan sistem informasi, sehingga output
yang dihasilkan tetap optimal meskipun terdapat keterbatasan
alokasi anggaran.

Dari sisi pemanfaatan sarana dan sistem pendukung, penggunaan
sistem informasi penanganan laporan (SIPLM) berkontribusi
signifikan terhadap efisiensi proses kerja. Digitalisasi alur verifikasi
mengurangi waktu proses, meminimalkan duplikasi pekerjaan, serta
meningkatkan akurasi dan akuntabilitas data laporan yang

diverifikasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Kinerja

a)

b)

Kegiatan penguatan tata kelola dan penyempurnaan proses bisnis
verifikasi laporan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan
konsistensi dan kecepatan verifikasi. Penyusunan dan pembaruan
SOP, serta penguatan mekanisme pengendalian internal,
mendorong terciptanya standar kerja yang lebih jelas dan terukur.
Kegiatan pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi
penanganan laporan (SIPLM) turut menunjang keberhasilan
capaian kinerja. Digitalisasi proses verifikasi memungkinkan
pemantauan progres laporan secara real time, mengurangi potensi
keterlambatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
penanganan laporan.

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui
pembelajaran berkelanjutan dan pendampingan internal berperan
dalam meningkatkan kemampuan analisis petugas verifikasi.
Peningkatan kompetensi ini berdampak langsung pada kualitas dan

ketepatan hasil verifikasi laporan.
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7) Data Dukung Kegiatan
a) Penerimaan Laporan Masyarakat

Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani
konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses
penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan
masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat
adalah melalui datang langsung ke Komisi Yudisial, Penghubung
Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, email, dan online

(pelaporan@komisiyudisial.go.id).

Tabel 7
Rekapitulasi Layanan Penerimaan Laporan, Konsultasi, dan Informasi
Perkembangan Penanganan Laporan

PENGADUAN . INFORMASI ;
(AUDIENS! . pvempanGan  KONSULTAS! JuiL

LANGSUNG .
425 AR 878 § 707 : 2057

Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial telah

diinput dalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat

(SIPLM) dan telah dilakukan validasi untuk dapat diproses ke

tahapan selanjutnya.

Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial

pada tahun 2025 sejumlah 2.715 yang terdiri dari:

(1) Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial
sebanyak 1.439; dan

(2) Surat Tembusan sebanyak 1.276.

Tabel 8
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media

Penyampaian
! !aporan 'angsung !e !! !!!

2 Laporan melalui Pos 677
3 Laporan melalui Website 194
4 Informasi 14

1.439

2.715
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Tabel 9

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan

Jenis Perkara

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan

1 Pidana 284
2 Perdata 865
3 TUN 65
4 Agama 64
5 Militer 5
6 Tipikor 6
7 PHI 24
8 Niaga 52
9 Syariah 0
10 Pidana & Perdata 0
11 Pajak 5
12 Lingkungan 1
13 Pemilu 0
14 Lain-lain 68

Tabel 10

Lokasi Aduan

1 Nanggroe Aceh Darussalam 26
2 Sumatera Utara 160
3 Sumatera Barat 29
4 | Riau 46
5 Kepulauan Riau 12
6 Jambi 15
7 Sumatera Selatan 40
8 Bengkulu 9

9 Bangka Belitung 4

10 | Lampung 20
11 | Banten 43
12 | DKI Jakarta 297
13 | Jawa Barat 146
14 [ Jawa Tengah 80
15 [ DI Yogyakarta 15
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TOTAL 1.439

16 | Jawa Timur 159
17 | Bali 25
18 | NTB 22
19 |NTT 24
20 | Kalimantan Barat 23
21 | Kalimantan Tengah 16
22 | Kalimantan Selatan 21
23 | Kalimantan Timur 32
24 | Kalimantan Utara 6
25 | Sulawesi Selatan 68
26 | Sulawesi Barat 7
27 | Sulawesi Tengah 10
28 | Sulawesi Tenggara 17
29 | Gorontalo 5
30 | Sulawesi Utara 21
31 | Maluku 18
32 | Maluku Utara 6
33 | Papua Barat 6
34 | Papua 11

Tabel 11

Rekapitulasi 10 (sepuluh) Provinsi Terbanyak Penerimaan Laporan
Masyarakat

1 DKI Jakarta 297
2 Sumatera Utara 160
3 Jawa Timur 159
4 Jawa Barat 146
5 Jawa Tengah 80
6 Sulawesi Selatan 68
7 Riau 46
8 Banten 43
9 Sumatera Selatan 40
10 Kalimantan Timut 32
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Tabel 12
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Badan

Peradilan dan Peniadilan Yani Dilaiorkan

1 Peradilan Umum 983
2 Peradilan Agama 125
3 Peradilan Militer 6
4 Peradilan TUN 60
5 Mahkamah Agung 120
6 Mahkamah Konstitusi 9
7 Tipikor 12
8 PHI 24
9 Niaga 48
10 HAM 1
11 Mahkamah Konstitusi 1
11 Lain-lain *) 50

TOTAL 1.439

Catatan*) tidak terkait putusan

Tabel 13
Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat
Melalui Penghubung

NO. PENGHUBUNG JUML
1 Sumatera Utara 16
2 Riau 14
3 Sumatera Selatan 2
4 Jawa Tengah 13
5 Jawa Timur 14
6 Nusa Tenggara Barat
7 Nusa Tenggara Timur
8 Kalimantan Barat
9 Kalimantan Timur 11
10 | Sulawesi Selatan 10
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11 | Sulawesi Utara 2
12 | Maluku 1
13 | Nanggroe Aceh Darussalam 6
14 | Lampung 4
15 | Sumatera Barat 6
16 | Bali 7
17 | Kalimantan Selatan 7
18 | Sulawesi Tenggara 6
19 | Papua 9]
20 | Papua Barat 4
JUMLAH 144

b) Verifikasi Laporan Masyarakat
Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil, laporan
masyarakat yang masuk pada tahun 2025 sejumlah 1.439 laporan
dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 14
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat

1. | Bukan Kewenangan 226
2. | Permohonan Kelengkapan 554
3. | Meneruskan ke instansi lain 34
4. | Permohonan Pemantauan 24
5. | Pendalaman Investigasi 2

6. | Laporan Tidak Dapat Diterima 384

| 7 |Prosesverifkesit | 115 |

8. | Register 100

Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa laporan masyarakat yang diterima
sampai akhir bulan Desember 2025 yang telah diverifikasi sejumlah

1.324 laporan dengan presentase 92% dari laporan yang diterima.
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